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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang  dilakukan oleh penulis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pelayanan medis bagi pasien Rumah sakit yang 

digunakan sebagai tempat penelitian sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan  

Jaminan Kesehatan Nasional, namun kurang di Puskesmas Dompu 

Barat.Untuk BPJS Kelas III pasien, kurangnya sosialisasi prosedur 

pelayanan hukum. Hal ini menimbulkan kesadaran masyarakat akan 

kurang optimalnya pelayanan yang mempengaruhi sistem pelayanan 

Puskesmas Donp Barat.  

2. Kendala yang dihadapi Puskesmas Dompu Barat dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kelas III terkait dengan: (2) 

Kurangnya staf di setiap unit, kekurangan staf di bagian pendaftaran (3) 

Kurangnya pemahaman pasien tentang Peraturan Menteri No. 71 tahun 

2013 tentang manfaat jaminan kesehatan. Namun terkait dengan masalah 

kurangnya ketersediaan obat, Puskesmas Dompu Barat mampu 

mengelolanya secara bertahap dengan tiga strategi: 2) Proses perencanaan 

obat. 3) Merencanakan kebutuhan dosis. 
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B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan  pasien BPJS Kelas III di bawah 

Puskesmas Dompu Barat diharapkan segera dilakukan sosialisasi baik tata 

cara dan pelayanan  sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71. 

2013 tentang pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan negara. 

Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui secara optimal layanan 

yang ditawarkan Puskesmas Dompu Barat dan pengguna BPJS Kelas III 

merasa puas dengan aplikasi medis yang ada.  

2. Dinas Kesehatan setempat harus lebih memperhatikan persediaan obat-

obatan yang tersedia di setiap pushema di wilayah Kabupaten Donpu. 

Minimnya ketersediaan obat menjadi kendala  bagi Puskesmas untuk 

memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan  Jaminan 

Kesehatan Nasional. Upaya yang perlu dilakukan Puskesmas adalah 

menyarankan kepada Dinas Kabupaten Dompu untuk mendata unit-unit 

pelayanan yang hilang agar pelayanan dapat diberikan dengan cepat dan 

efektif. 
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